
Buba kan. engadilan or 
bulkan pertanyaan, apakah t r­ rakyat sa pai dengan pemer­
pidana or ptor ini ri me­ lnt . Kita tidak terbiasa en ­

G 7UH an eh dan 
idak dimengerti ja lau ­

nya praktik eneza kan 

merl . n pembinaan? Apakah ja la i proses sec ara be tahap 
pen " ukuman atau pernidana ­ dan sisternik, Dan hasilnya da ­ at 
an kepada koruptor tuju annya pat iprediksi t idak akan al 
untuk pe njeraan atau ba las menghasilkan apa un dari bt 

huku di nege i mi etelah dendarn atau sarna dengan proses install ini kecuali h iruk le 
berbagi i kasus hukum bai k narapid aua lain bahwa pemi ­ pikuk yang tiada berujung.
 
krlrninal umum maupun ko­
 danaan itu un tn k resosialisas i? Ide instan II 
rupsi tidak jelas penyelesaian ­ Pertanyaan mendasar iu i Di samping ide pen ghapu ­ . lu 
nya, ki i mun cul berbagai pen­ mem erlu kan jawaba n yang san remisi untuk terpidana 0 ·' gr 
dapat dan kornentar tentang tegas dan j las sebab sa mpai rup si de ngan ksud u tu k dr 
jalaunya pengadilan terha dap seka rang tuj uan pe mida naan penjeraan (walaupun ini 
tcrdnga pelaku tindak pida na dalam stelsel pidau a kita ada­ bertenta ngan dengan ide SE 

korup. i yang peradilannya di­ lah untu k resosialisasi/rnen­ pe masyarakatan terpida na ). 
laksanakai Pengadilan Tindak ja dik an terp idan a kemhali Kini muneul lagi ide instan 
Pidana Korupsi (tipikor) . Seba­ rnenjadi orang baik, apakah itu berupa pcmbubaran Peng­
gian masyarakat kecewa ter­ uapi pemerk osa, pembun uh , adilan Tipi kor di daerah kare­
had ap vonis Peugadilan Ti­ teroris, ata u peneuri. Selama na kecewa terhadap bebcr ap a 
piker di berbagai daerah yang in i, war ga binaan tersebut putusan Pengadilan Tipi or

aspek kepmktisan me rnang banyak membebaskan terdak­ mcmpunyai hak un tuk mern­ yang kebetulan secara b rt u ­
tel' tesa n tida k ada ma salah,wa kasns kuru si, pero leh pe mbina an dengan rut-turut membebaskan er ­
walaupun ses ungguh nya se ­Sesungguh nya, vonis hakim segala ragam dan bentuknya dakw a kornpsi sekaligus gl
cara praktis ide ini menun­di pengadilan h hanya ada me ngevaluasi ulang ebe r­ I i 
jukkan kepanikan pemerintahdua. P .rt arna , kalau tida k di­ adaan hakim-hakim tipikor, 
dalam memberantas korupsi. Keberadaa n Pengadilan Ti­ hi h ukum tentu saj a dibe baskan Pemerint I hanya terkesau sehingga sebetulnya vonis ha­ pikor di daerah adalah amanat Cbingin mem uaskan nafsu bala s kim te rhadap te rd akw a seka ­ Undang-U ndang nomor 30 si 
de ndam terhadap pelaku dan tahun 2002 tentang Kornisi mlipu n berupa pembebasan bu­
memb ri citra baik kepada Pemb er antasan Koru psi. De­ nkanlah hal yang I ar biasa. Vo­ magyar "at bahwa pemerintah ngan de rnikian, da ri aspek le­ n: nis pe mbebasan oleh hakirn snngguh -snngguh menjadikan terhada terdakwa .asns ko ­ gal keberad aan cngadilan J
koruptor sebagai mus uh. Se ­ Tipikor sangat kuat. J adi su ng­ Irupsi mun "in saja menjadi lu­
montara dari as pek legal, ide ar bi a mengiugat masyarakat guh aneh apabi la iba-tiba ada yl
morat orium kepada napi (apa sedang rn mpunyai spiri t yang ide pe mbubara n Pengadilan w
pun kasusnya) adalah ide yang tinggi untuk memb erantas ko­ Tipi kor dengan alasan meng­ g:melangga r berbagai perun ­ harnhnr-hamburkan anggara n Ie n rpsi sehingga vonis bebas ter ­
dang-undanga n khusus nya negara dan terutarna ka ren a seha da p terda kwa koruptor di­ Undang-Undang tentang Pe­.anggap bahwa ha kim tidak re­ merupakan surga bagi pelaku hi 
masyarakatau, korupsi karena putusan-pntus­ l«sp on 'if (unresponsive ) ter ­

Unda ng-Undang Pem asya­ anuya tid ak mencerminkan S(hadap keiuginan masyara kat 
rakatan mc ujelaskan bahwa keinginan a rakyat. dalam m mhantu memberan­
pemid anaan seseorang bukan ­

las kcj hatan xorn i, Kejaha tan korupsi tidak saja p: 
lah untuk bal as dendam atau terj adi di pusa t kekuasaan kl an ikan pemerintah 
peuj eraan tet api tujnan pemi­Kekecewaan masyarakat tel ­ yaitu Jakarta, tetapi wabah ini d,
danaan yaug dijalani oleh ter ­ telah melanda seluruh Indone­ dhada p penegakan hukum pi­ pid aua di lembaga pernasya­dana dalam memberantas ko ­ sia. J adi s ungguh bcra .heban p
rakatan ada lah untuk resosia­rupsi diper 'eruh oleh berbagai ses ua i dcngan Unda ng- Un­ Pen gadil an Tipikor d i .Jakarta ti 
lisasi ata u unt uk menj adikanpern yatann dari aparatur pe­ dang Pemasyarakatan . apabila semua kasns kornpsi j2 terpidana menja di "ora ng merint h yang bukannya Pemb erantasan korupsi rne­ diad ili di J akarta . Yan g be nar k. 
ba ik" manakala bebas dari me ri solusi terhadap karnt mang tida k bisa langsnng ees ­ ada lah mengevalu asi seleksi p
lembaga pemasyarakata n. Sa­ma ru tll y'n pe negakan hukum plen g be l'hasil, mem erlukan dan keberad aan hakim adhoc b
lah satn pcmbinaan untuk ll.:tapi mengaeaukan jalann ya proses yaug panj an g untuk tip ikor yang telah ada. Mah­ h 
warga binaan , demikian se ­

ro~cs e dil all pida ua yang mcnguranginya. Un pnn harns kamah Agung jangan be kerja ~ 
haru snya kalail menycbutsudah di tm dalam berbagai dilak ukan dengan snngguh ­ sekadar mengejar target tan pa Pnarapidan a (napi) -- ada lah perundaug-undangan . Misal­ sllngguh dan memerlukan du ­ memperha tikan kualit as dau b
de ngan eara memberi kan 

n)~<I , bijakau moratorium knnga n politik yang ku at da ri integritas hakim ad hoc-n a IT
rernisi. Remisi dim aksudkanremisi ba g" napi korupsi dan peme rin tah dan masyarakal. tetapi hams benar- enar me n ­ l ' Ilntnk lat ihan warga b inaan tero risme _• ng digulirkan oleh Hongkong atau Singapura saja jaring calon hakim ad f lOe ~·ang t f 
bera da ptas i dengan masya­Kernelltri an Hukum dan Hak memerlukan waktu paliug benar-be na r I:eruj i kuali tas
rakat sebelnm mereka benar­Asas i {\·J annsia (walaupun ak­ sedikit 20 tahun nntuk beradII moralnya. Kualibs bisa dipeJa­
benar bebas dari lemb aga pe­him..'3 diralat bukan moratori ­ pad a ta hap se kara ng inL Kil a ja ri melalui pclat ihan lClapi in­ 1:
masyarakatan . um tetapi pengetatan). selaln men ginginkan ses mh l tegritas han ya dnpat ilib at P

Ide penghapusa n remisi un ­Ide moratorium remisi bagi dengan eara instan dan j I su­ '11"' rek j jak calon. 'V
tuk terpidana kOlu ptor rnenim­khusu.snya ap i korupsi da ri dah men ggejala da ri mu lai Seleksi habm ad hoc ti ikor t( 
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harus dilakukan secara selektif. 
Salah satu caranya, Mahkamah 
Agung (MA) meminta perguru­
an tinggi untuk mengirimkan 
ahli-ahli hukum yang di­
butuhkan supaya mengikuti se­
leksi walaupun para dosen dan 
guru besar ini akan berpikir 
ulang untuk rnenjadi hakirn ad 

. hoc tipikor mengingat penghar­
gaan yang diberikan/ diterirna 
dan tanggung jawab profesi 
yang diembannya sangat tidak 
seirnbang, kecuali rnemang ada 
yang bersedia rnengabdikan di­
zrinya untuk rnernbantu pene­
gakan hukum dalam rnenibe­
rantas kejahatan korupsi. 

Mernbubarkan Pengadilan 
Tipikor, menghapus rernisi un­
tuk napi korupsi, tidak akan 
rnenyelesaikan rnasalah pene ­
gakan hukurn terhadap keja ­
hatan korupsi. Ada cara yang 
belurn pernah dilakukan oleh 
hakirn dan Pengadilan Tipikor 
dalarn rnengadili kasus korup­
si, yaitu menjatuhkan pidana 
rnaksimal terhadap pelaku ko­
rupsi padahal hakirn rnernpu ­
nyai apa yang disebutjudicial 
discreation yang tidak bisa di­
ganggu gugat dan sifat hakim 
yang otonom. Kedua, penga­
wasan oleh lernbaga pene­
gakan hukurn terhadap penye­
lenggara negara belum efektif 
sehingga alih-alih korupsi 
berkurang yang terjadi adalah 
korupsi sernakin rnerajalela di 
segala sektor. 

Secara kebijakan, sudah se­
pantasnya pernerintah melaku­
kan reevaluasi dan reorientasi 
dari berbagai perundang-un­
dangan tentang pencegahan, 
pernberantasan, dan peradilan 
tindak pidana korupsi. Kebi­
jakan harus dilakukan secara 
komprehensif bukan secara 
parsial seperti sekarang. Pern­
berantasan korupsi memer­
lukan komitrnen penuh dari 
semua elemen. Kemudianjuga 
pemerintah harus sabar dan 
bersungguh-sungguh dalarn 
rnernberantas korupsi, t idak 
terkesan panik seperti yang 
terjadi sekarang. *** 

Penulis, Guru Besar 
Hukum Pidana & Sistem 
Peradilan Pidana Kopertis 
Wi/ayah IVJabar, Wakil Rek­
tor I Unisba. 




